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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPBGAWAIAN NEGARA

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PBDOMAN PEMBBRHENTIAN DAN PtrMBtrRIAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

YANG AKAN DIBERHENTIKAN DALAM PANGKAT PEMBINA TINGKAT
GOLONGAN RUANG rV lb KE BAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang :

Mengingat : 1.

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penetapan
pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil
yang mencapai batas usia pensiun serta pensiun jandal
dudanya dan agar pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil
serta jandaldudanya dapat diterima tepat pada waktunya, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
tentang Pedoman Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun yang
Akan Diberhentikan dalam Pangkat Pembina Tingkat I

Golongan Ruang IV/b ke Bawah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun
Pegawai dan Pensiun JandalDuda Pegawai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 2906);

Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
I974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 304 1), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun L979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3 149), sebagaimana telah empat kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2OI3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3
Nomor 5 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4OI7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor aI93);

2.

3.

4.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4263ll sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor l6al;
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 20 13 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol3 Nomor 128);

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun
2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun
2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian
Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun JandalDudanya
sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian
Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun
2OI3 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1 50);

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun
20 10 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai

Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian
Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan Perpindahan Antar Instansi
dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara Online
(SAPK Onlinel;

MEMUTUSI(AN:

PEDOMAN PEMBERHBNTIAN DAN PtrMBERIAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MBNCAPAI BATAS USIA PENSIUN
YANG AKAN DIBERHENTIKAN DALAM PANGKAT PtrMBINA
TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/B KE BAWAH.

Pasal 1

Pedoman pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri

Sipil yang mencapai batas usia pensiun yang akan diberhentikan
dalam pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang lV lb ke bawah
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara ini.

6.

7.

B.

9.

Menetapkan :
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal B November 2Ol3

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONBSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2Ol3

KBPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BKO SUTRISNO

2013 NOMOR 1303

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Perundang-undangan,

ainggolan



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
YANG AKAN DIBERHENTIKAN DALAM PANGKAT PEMBINA
TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH

PBDOMAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
PBGAWAI NEGBRI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

YANG AKAN DIBERHENTIKAN DALAM PANGKAT PEMBINA TINGKAT I
GOLONGAN RUANG rv/b Ktr BAWAH

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah empat kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OI3,
antara lain ditentukan bahwa:
a. Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun,

diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

b. Batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam)
tahun.

2. Dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil ditentukan bahwa Presiden menetapkan pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IY lc, Pembina
Utama Madya golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama golongan
ruang IY le.

3. Dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada angka 2 ditegaskan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara
menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai
Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat
Pembina Tingkat I golongan ruang lV lb ke bawah yang tewas,

meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai batas usia
pensiun.

4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pegawai

Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke

bawah selain yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan
mencapai batas usia pensiun yang diberhentikan dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dan keputusannya
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

5. Untuk kelancaran dalam penetapan pemberhentian dan pemberian

pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiun janda/dudanya
dan agar pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil serta jandal

dudanya dapat diterima tepat pada waktunya, perlu diatur mengenai
pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang

mencapai batas usia pensiun yang akan diberhentikan dalam pangkat

Pembina Tingkat I golongan ruang IV lb ke bawah dengan Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara.





B.
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Contoh 1:

PNS bernama Surya Perkasa NIP. 19580823 199005 1 001, bekerja secara
terus menerus sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Mei 1990, pangkat
terakhir Penata Muda golongan ruang III/b TMT 1 April 2OI4 masa kerja
golongan dalam pangkat terakhir 5 bulan sebagai Pengagenda Surat pada
Kementerian Agama. Mempunyai masa kerja pensiun 24 tahun 4 bulan dan
diberhentikan sebagai PNS pada akhir bulan Agustus 2014 yang
bersangkutan mencapai BUP dan yang bersangkutan tercatat mempunyai
isteri bernama Maharani. Oleh karena yang bersangkutan telah memiliki
masa kerja sebagai PNS sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun, tetapi
belum 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir, maka yang bersangkutan
diberhentikan sebagai PNS dengan hak pensiun tanpa diberikan kenaikan
pangkat pengabdian dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/b.

Dalam hal demikian, pemberhentian yang bersangkutan sebagai PNS dan
pemberian pensiunnya dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III lb
serta pensiun janda atas nama Maharani ditetapkan dalam 1 (satu)
keputusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Contoh 2:

PNS bernama Ulil Basar Badala NIP. 195502 10 198IO2 1 003, bekerja
secara terus menerus sebagai PNS sejak 1 Februari 1981, pangkat terakhir
Pembina golongan ruang IV la dengan jabatan terakhir Guru Madya dengan
masa kerja pangkat terakhir lebih dari I bulan pada Dinas Pendidikan Kota
Tangerang dan mempunyai masa kerja pensiun 34 tahun 1 bulan. Oleh
karena yang bersangkutan telah memiliki masa kerja sebagai PNS sekurang-
kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu)

bulan dalam pangkat terakhir, maka yang bersangkutan diberhentikan
sebagai PNS pada akhir bulan Februari dengan hak pensiun dan diberikan
kenaikan pangkat pengabdian dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan
ruang IV/ b awal Februari. Pada akhir bulan Februari 20 15 yang
bersangkutan mencapai BUP dan yang bersangkutan tercatat mempunyai
isteri bernama Oli Ramelan.

Dalam hal demikian, pemberhentian yang bersangkutan sebagai PNS dan
pemberian pensiunnya dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang
IV/b serta pensiun janda atas nama Oli Ramelan ditetapkan dalam 1 (satu)

keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala

PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IVlb ke bawah
yang akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun
karena mencapai BUP, apabila berhak atas kenaikan gaji berkala,
kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, kecuali ada pernyataan
keberatan dari pejabat yang berwenang.

Pemberitahuan kenaikan gaji berkala dimaksud dibuat oleh Kepala Badan

Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam

Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
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III. TATA CARA PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS

YANG MENCAPAI BUP BAGI YANG AKAN DIBERHENTIKAN DALAM PANGKAT
PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH

1 . Persiapan

a. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepaia Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk menyusun daftar
nominatif (Iisting data elektronik) dari PNS yang akan mencapai BUP.

b. Untuk mempercepat proses penetapan pemberhentian dan pemberian
pensiun, Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara menyampaikan daftar nominatif (listing data
elektronik) bagi PNS yang akan diberhentikan dalam Pangkat Pembina
Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang akan mencapai BUP 56
(lima puluh enam) tahun kepada masing-masing instansi paling lambat
12 (dua belas) bulan sebelum awal tahun anggaran berjalan dimana
dalam tahun yang bersangkutan mencapai BUP, melalui Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian (SAPK), dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara int.

2. Daftar Nominatif (Listing Data Elektronik) PNS

a. PPK masing-masing instansi atau pejabat yang ditunjuk setelah menerlma
daftar nominatif (listing data elektronik) wajib melakukan pemeriksaan
terhadap isi daftar nominatif (listing data elektronik) tersebut, termasuk
klarifikasi kepada PNS yang bersangkutan.

b. Apabila terdapat perbedaan data kepegawaian, maka PPK masing-masing
instansi wajib memperbaiki data yang tercantum dalam daftar nominatif
(listing data elektronik) dengan data kepegawaian yang benar dan
disampaikan data pendukungnya kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara/Kepala Kantor Regionai Badan Kepegawaian Negara, dibuat
menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini.

Perbedaan data kepegawaian tersebut, antara lain:

1) Telah diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional yang BUP-

nya dapat diperpanjang.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar
nominatif (Iisting data elektronik) perbedaan ditulis "BUP

Diperpanjang" dan dicatat nomor dan tanggal keputusan
pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional sekaligus
dilakukan peremajaan data jabatan PNS yang bersangkutan.

2) Telah diangkat dalam jabatan yang BUP-nya ditetapkan dalam
undang-undang, misalnya Guru, Jaksa, atau Hakim.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar
nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis "Diangkat Sebagai

Jaksa atau Hakim" dan dicatat nomor dan tanggal keputusan
pengangkatan dalam jabatannya sekaligus dilakukan peremajaan data
jabatan PNS yang bersangkutan.
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3) Telah berhenti sebagai PNS

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar
nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis "Berhenti" dan
dicatat nomor dan tanggal keputusan pemberhentian.

4l Telah meninggal dunia.

Dalam hal PNS meninggal dunia, maka dalam kolom keterangan pada
daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis "Meninggal
Dunia" dan dicatat nomor dan tanggal keterangan kematian.

5) Telah pindah instansi atau pindah wilayah kerja.

Dalam hal PNS pindah instansi atau pindah wilayah kerja, maka
dalam kolom keterangan daftar nominatif (listing data elektronik)
perbedaan ditulis "PI" atau "PWK" (PI = Pindah Instansi, PWK : Pindah
Wilayah Kerja) dan dicatat nomor dan tanggal keputusan
perpindahan.

6) Dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat yang
berwenang menghukum dan telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif
(listing data elektronik) perbedaan ditulis "Berhenti Dengan
Hormat/Tidak Dengan Hormat" dan dicatat nomor dan tanggal
keputusan penjatuhan hukuman disiplinnya.

7l Sedang menjalani pemberhentian sementara.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif
(listing data elektronik) perbedaan ditulis "Pemberhentian Sementara"
dan dicatat nomor dan tanggal keputusan pemberhentian sementara.

Selanjutnya apabila sudah ada keputusan dari pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan keputusan
pemberhentian dari pejabat yang berwendng, maka salinan/fotokopi
sah keputusan pemberhentiannya disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara lKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara.

Untuk penetapan pensiun dan melengkapi tata naskah yang
bersangkutan, maka salinan/ fotokopi sah sebagaimana tersebut pada
angka 1) sampai dengan angk a 7), dilampirkan dan disampaikan kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara lKepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara.

c. Apabila terdapat kekurangan data kepegawaian.

Apabila dalam daftar nominatif (listing data elektronik) yang dikirim dari
Kepala Badan Kepegawaian Negara lKepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara terdapat kekuranganf belum memuat data PNS yang
mencapai BUP, maka PPK masing-masing instansi membuat daftar
nominatif tambahan (listing data elektronik) yang diisi secara lengkap,
dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini.
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3. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP).

a. PPK masing-masing instansi paling lambat 2 (dua) bulan telah melakukan
verifikasi daftar nominatif (listing data elektronik) terhadap PNS yang
bersangkutan, wajib mencetak DPCP dalam rangkap 2 (dua) dan
disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, dibuat menurut contoh
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

b. PNS yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) wajib memeriksa
dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan ketentuan sebagai

berikut:

1) Apabila data telah benar agar ditandatangani.

2) Apabila terdapat perbedaan data tentang:

a) nama, (misal: perubahan nama dari Amir menjadi Abdullah) agar
dibuktikan dengan asli keputusan dari Gubernur/BupatilWalikota
berdasarkan penetapan Pengadilan;

b) tanggal, bulan, dan tahun lahir, agar dibuktikan dengan asli
keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dan rjazah
yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS/PNS;

c) pangkat, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan
dalam pangkat terakhir;

d) masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun,
agar dibuktikan dengan fotokopi sah keputusan tentang
pengalaman kerja;

e) terhitung mulai tanggal masuk sebagai CPNS/PNS, agar dibuktikan
dengan salinan/ fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama
sebagai CPNS/PNS;

0 nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah

akta nikah/ kawin/ karis/ karsu; dan

g) nama anak, agar dibuktikan dengan fotokopi sah akta kelahiran.

3) Selanjutnya PNS yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat
sekarang dan alamat sesudah pensiun pada DPCP tersebut.

c. PNS yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu
setelah menerima DPCP harus menandatangani dan menyerahkan kepada
pejabat pengelola kepegawaian di unit kerjanya, dilengkapi dengan
5 (lima) lembar pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm (di belakang pas foto
ditulis nama dan NIP) serta lampiran data pendukung untuk mendapat
pengesahan.

d. Pejabat pengelola kepegawaian yang menerima pengembalian DPCP

tersebut paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu sudah harus
menandatangani DPCP.

e. PPK masing-masing Instansi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara

Pusat/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat

lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi data PNS yang akan
dipertimbangkan penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian
pensiun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya daftar nominatif
(listing data elektronik) .
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f. Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf e selain
menyampaikan perbaikan daftar nominatif (listing data elektronik) kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, PPK
juga memperbaiki dan melengkapi perbedaan atau kekurangan data
melalui SAPK dengan melampirkan:

1) hardcopg data dukung adanya perbedaan data;
2) DPCP yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan pejabat yang

berwenang;
3) 5 (lima) lembar pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm;
4l Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, bagi PNS yang dapat

dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian; dan
5) pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau

tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, bagi PNS yang dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian.

g. PPK masing-masing instansi paling lambat 1 (satu) bulan setelah
rekonsiliasi menyampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara lKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara melalui SAPK

yaitu:

1) daftar nominatif (listing data elektronik) hasil rekonsiliasi; dan

2l DPCP.

h. Daftar nominatif dan DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf E,

dibubuhi kode-kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang
untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara
elektronik.

i. Kode-kode elektronik tertentu sebagai identitas pejabat yang berwenang
yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas formulir pengusulan
secara elektronik harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala Badan
Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
atau pejabat lain yang ditunjuk.

j PPK masing-masing instansi yang mengusulkan pemberhentian dan
pemberian pensiun mengajukan permintaan kode-kode elektronik
tertentu kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara yang akan digunakan untuk
menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi formulir
pengusulan secara elektronik.

4. Penetapan Keputusan

a. Kepala Badan Kepegawaian Negara lKepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan
verifikasi dan validasi terhadap daftar nominatif (listing data elektronik)
hasil rekonsiliasi dan DPCP.

b. Apabila usul sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan, kemudian dilakukan pencetakan naskah
keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS dan jandal
dudanya untuk ditetapkan.

c. Kepala Badan Kepegawaian Negara lKepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan
keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun berdasarkan daftar
nominatif (/isfing data elektronik) hasil rekonsiliasi dan DPCP.
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d. Apabila PPK tidak melakukan rekonsiliasi atau tidak menyampaikan
daftar nomin atrf (Iisting data elektronik) hasil rekonsiliasi melalui SAPK
dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum PNS mencapai BUP, maka Kepala
Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan keputusan
pemberhentian dan pemberian pensiun berdasarkan data yang ada di
Badan Kepegawaian Negara.

5. Penyampaian Keputusan

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
PNS dan Janda/Dudanya disampaikan kepada yang bersangkutan dan
tembusan disampaikan kepada:

a. Pejabat Pembina Kepegawaian;
b. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas

(PEKAS)/Biro lBagran Keuangan Daerah yang bersangkutan;
c. PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero);

d. Pejabat lain yang dianggap perlu; dan
e. Pertinggal.

IV. PEMBAYARAN PENSIUN JANDA/DUDA

Dalam hal penerima pensiun PNS meninggal dunia dan di dalam keputusan
pemberhentian dan pemberian pensiunnya ditetapkan sekaligus pensiun
janda/dudanya, maka janda/dudanya harus melapor kepada kantor
pembayaran pensiun PI. TASPEN (Persero)/ PT. ASABRI (Persero) untuk
mendapatkan pembayaran pensiun janda/dudanya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1 . Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS atau pemberian
pensiun janda/duda yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang
berwenang sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini, dinyatakan tetap berlaku.

2. Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS serta pensiun
janda/dudanya bagi PNS Pusat di daerah sepanjang mengenai kewenangan
Kepala Badan Kepegawaian Negara ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara sesuai wilayah kerjanya dengan ketentuan
Instansi yang bersangkutan memberikan kewenangan mengelola mutasi
kepegawaian kepada pimpinan Instansi vertikal/Unit Pelaksana Teknis di
daerah.

3. Dalam hal isteri/ suami/ anak penerima pensiun tidak tercantum dalam
keputusan pensiun yang bersangkutan, maka hak pensiun landa /
duda/anak akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Badan Kepegawaian
Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

4. Ketentuan mengenai penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun
PNS yang mencapai BUP bagi PNS yang akan diberhentikan dalam pangkat
Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, berlaku juga bagi
PNS yang akan diberhentikan dalam pangkat Pembina Tingkat I golongan

ruang IV/ b ke bawah yang BUP-nya secara definitif teiah ditetapkan
dengan undang-undang.
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Contoh:

a. Guru, BUP-nya 60 (enam puluh) tahun.
b. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama, BUP-nya 60 (enam puluh) tahun.
c. Jaksa, BUP-nya 62 (enam puluh dua) tahun.

5. Semua ketentuan yang mengatur tentang tata cara penetapan
pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang akan diberhentikan
dalam pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang
ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

VI. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapatkan
penjelasan.

2. Demikian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dibuat untuk
dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPBGAWAIAN NBGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Perundang-undangan,



2. ANAK

ANAK LAMPIRAN la
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 26 TAHUN 20I3
TENTANG
PEDOMAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERTAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN YANG AKAN DIBERHENTIKAN DALAM
PANGKAT PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam
keputusan ini diberikan pensiun pokok nrasing-nusing sebesar 360/o dari

Rp. ............. Rp. ... ....... Rp. ...................... sebulan, terhitung
nrulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
l. Pemberian dan pembayaran pensiun jandaiduda dihentikan akhir bulan janda/duda yang bersangkutan nrenikah lagi

atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapal lagi anak yang menrnuhi syarat untuk ntenerima pensiun.

2. Jika janda,/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selanra nrasih terdapat anaVanak-anak yang berusia di bawah 25

tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas natrur

anak pertarna tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhinrng mulai bulan berikumya terjadinya
pernikahan/kematian.

3. Klusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai [agi, nraka pensiun janda yang
pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kenrbali nrulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiuru/bagian pensiun janda/duda adalah

anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan-
Apabita isterilsuami yang tercantum dalam keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penenma p€nsiun mengalami
mutasi keluarga (kaw.in, kelahiran dan kematian anak) setelah ditetapkan keputusan ini maka haknya akan diatur kembali
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di atas pensiun pokok tersebut dibenkan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negen Sipil
dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

Apabila dikemudian hari temyata terdapaf kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan

kembali sebagairnana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat

Sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

A.N, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NECARA

I\lenimbang

Nlengingat

l\lenetapkan :

KESATU : (l)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOI!{OR:

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nanunya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun

dan nrentenuhl syarat untuk diberhentikan dengan homrat sebagai Pegawai Negerl Sipil dengan hak pensiun.

: l. Undang-UndangNomor ll Tahun 1969;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo.Undang-Undang Nomor.l3 Tahun 1999;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun l977jo. Peraturan Penrerintah Nontor Tahun ;

4. Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor l9 Tahun 2013;

5. Peraturan Pcnrerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraruran Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraruran Pemerintah Nomor Tahun ;

7. Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun ;

MEJlIUTUSKAN:

Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur I pada akhir
bulan tersebut dalam lajur 8 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekeq'a pada

KEDUA

KETIGA

KEEIIIPAT

KELII!1A

KEENA]\I

Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam

lajurllkeputusanini.

*) Coret yasg tidak perlu

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat

pensiun, sebagai tersebut dalanr daftar keluarga:

I. ISTERI/SUAMI

diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipit dengan hak

TEMBUSAN Keputusan ini disanrpaikan kepada:

l Menteri/Pimpinan lemba galGubernur/BupatiAValikota;

2.

3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Penregang Kas (PEKAS)/BiroiBagian Keuangan
4-

5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)i PT. ASABRI (Persero) di .......

NO NAMA
TGL.

LAHIR
NAMA

AYAH/IBU KETERANGAN

A. PENERJNTA PENSIUN

I NAMA
2 NIP
3 TANGGAL LAHIR
4 JABATAN
5 LINIT KERJA
6 PANGKAT/COL. RUANG
7 MASA KERJA PENSIUN
I BERHENTI AKHIR BULAN
9 PENSIUN TMT
t0 GAJI POKOK TERAKHIR
lt PENSILN POKOK

NO. NAMA
TGL.

LAHIR
TGL,

PERKAWINAN KETERANCAN



ANAK LAMPIRAN Ib
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN YANG AKAN DIBERHENTIKAN DALAM
PANGKAT PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IVlb KE BAWAH

Nlenimbang

I\'lengingat

Menetapken
KESATU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOI}IOR:

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nanxmya tercantum dalam Keputusan ini dinyatakan eeeet**efla-4in*s/telah mencapai

batas usia pensiun +) dan memenuhi syarat unruk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, serta

diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

l. Undang- Undang Nomor I I Tahun 1969;

2. Undang-Undang n'omor 8 Tahun 1974 jo, Undang-Undang Nomor 43 Tahun l999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo- Peraruran Pemerintah Nontor Tahun I

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun l979 jo. Peraturan Pemerintah Nonror l9 Tahun 2013:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraruran Pemerintah Nomor l2 Tahun 2002;

6. Peraruran Pemerinta.h Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintalr Nonror 6i Tahun 2009;
'7. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun ;

8. Keputusan Kepala BKN Nonror l4 Tahun 2003;jo. Keputusan Kepala BKN Nonror i8 Tahun 2003;

NTEI\IUTUSI{AN:

(l) Mernberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegau'ai Negeri Sipil yang nanurya tersebut dalam lajur I dari dan

menjadi sebagaimana tersebut dalanr lajur 5, dengan gaji pokok dari dan nrenjadi sebagaimana tersebut dalanr lajur 7

Keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hornEt sebagai Pegawai Negeri Sipil yang nanunya tersebut dalam lajur I pada akhir bulan

tersebut dalam lajur 9 Kepurusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selanra bekerja pada Pemerintah
Republik Indonesia.

(3) Terhinrng mulai tanggal tersebut dalanr lajur 10, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalanr
lajurllKeputusanini.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELII!{A

KEENAIVI

Apabila penerin'n pensiun meninggal dunia kepada isteri
kepurusan ini diberikan pensiun pokok nrasing-mashg

anak (anak-anak) yang tercantum dalam(isteri-isteri)/suami.
sebesar 36% dari

dibulatkan =
Rp. ........,. .,..sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerinra pensiun Pegawai Negeri Sipil nreninggal dunia dengan

ketentuan:
l. Pentberian dan pembayaran pensiunjanda/duda dihentikan pada akhir bulanjanda/duda yang bersangkutan menikah lagi

atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang ntenrenuhi syarat untuk nrenerima pensiun.

2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak'anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun
tidak berpenghasilan sendiri belum pemah menikah. pensiun jandaiduda iru dibayarkan kepada dan atas nanu anak pertama

tersebut di atas unnrk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pemikahan/kematian.

3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangL-utan kemudian bercerai lagi, nuka pensiun janda yang pembayarannya

telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian iru berlaku sah.

Khusus nrengenal anak-anak yang tercantum dalam Kepurusan yang berhak pensiun'bagian pensiun janda/duda adalah anak-

anak kandung yang sah atau anak kandung yang dlsahkan.

Apabila isterilsuami yang tercantum dalam Kepurusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi

keluarga (kawin, kelahiran dan kematian anak) setelah ditetapkan Keputusan ini mal..a haknya akan diatur kembali sesuai

den gan ketentuan peraturan perundan g- undangan yan g be rl ak-u.

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaLt bagi Pegawai Negeri Sipil
dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

Apabila dikenrudian hari temyata terdapat kekeliruan dalanr Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhirungan kembali
sebagaimana nrestinya.
Asli Kepurusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat

Sebagai buki sah unruk dipergunakan sebagainuna nrestinya.

Ditetapkar di :

Pada tanggal :

a.n. KEPALA BADAN KEPECAWAIAN NEGARA

*1 Coret yang tidak perlu

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegarvai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagai

tersebut dalam daftar keluarea:

I,ISTERI/SUAMI
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

L N{enteri/Pimpinan [embagaiGubemur/Bupati,/Walikota;

;. ti.putu x"n,o, Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan
A

5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di .......

2. ANAK

NO NAMA
TGL.

LAHIR
NAMA

AYAH/IBU KETERANGAN

A. PENERIIITA PENSIUN

nNAMA
2 NIP

TANGGAL LAHIR

4 UNIT KERJA

) PANGKAT/GOL. RUANG/
TMT

LA.MA

BARU

6 MASA KERJA GOLONGAN
LAMA
BARU

7 GAJI POKOK
LAMA
BARU

8 MASA KERJA PENSIUN
9 BERHENTI AKHIR BULAN
l0 PENSILTN TMT
lt PENSILIN POKOK

NO NAMA
TGL.

LAHIR
TGL.

PERKAWINAN KETERANGAN



ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 26 TAHUN 2073
TENTANG
PEDOMAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
YANG AKAN DIBERHENTIKAN DALAM PANGKAT PEMBINA
TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor
Lampiran
Perihal

Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan ini
dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya,

1. Nama

2. NIP

3. Pangkat/Jabatan

4. Kantorffempat

5. Gaji Pokok Lama

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara/Biro Keuangan/Bagian Keuangan Pemda.

memberitahukan bahwa sehubungan dengan telah
kepada:

:

. Kenaikan Gaji Berkala

atas dasar keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan:
a. Oleh Pejabat

b Nomor/Tanggal

c. Tanggal mulai berlaku
gaji tersebut

d. Masa Kerja Golongan
pada tanggal tersebut

diberikan kenaikan gaji berkala sehingga memperoleh:

6. Gaji pokok baru

7 . Berdasarkan masa kerja

8. Dalam golongan

L Mulai Tanggal

Rp.

Agar sesuai dengan Pasal ......... ayat Keputusan Presiden Nomor.............
kepada yang bersangkutan dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokoknya yang baru.

Kepala

Badan Kepegawaian Negara,

Tembusan, Yth:

1. Pegawai yang bersangkutan;

2.



ANAK L.A.MPIRAN 3
PERATURAN KEPAI"A. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN YANG AKAN
DIBERHENTIKAN DAI-AM PANGKAT PEMBINA TINGKAT I C'OLONGAN
RUANG IVlb KE BAWAH

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
PERIODE TAHUN ANGGARAN

INSTANSI INDUK :

JENIS KEPEGAWAIAN :

PROVINSI :

KABU PATEN/KOTA

NO NIP NAMA
JENIS

KELAMIN
GOL

RUANG
TMT

MASA KERJA
GOLONGAN

TGL LAHIR UNIT KERJA
MASA KERJA

PENSIUN
GAJI POKOK
TERAKHIR

ALAMAT

1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12

1

2

3

4

5

6

dst.

An. Menteri/Pimpinan Lembaga/
Gu bern u r/Bu patiMal ikota.



ANAK L,qMPIRAN 4
PERATURAN KEPAI.A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PDMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN YANG AKAN
DIBERHENTIKAN DAI.A.M PANGKAT PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN
RUANC IVlb KE BAWAH

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN DAN BERBEDA DATANYA

DENGAN LISTING BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

INSTANSI INDUK
JENIS KEPEGAWAIAN :

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

NO. URUT NAMA NIP TGL LAHIR
GOL

RUANG
TMT

MASA KERJA
GAJI POKOK
TERAKHIR

UNIT KERJA KETGOL PENSI U N

THN BLN THN BLN

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 13

1

TERTULIS

SEHARUSNYA

2

TERTULIS

SEHARUSNYA

3 TERTULIS

SEHARUSNYA

An. Menteri/Pimpinan Lembagal
Gu bernu r/Bu patiMalikota.



ANAK I,AMPIRAN 5
PERATURAN KEPAI,A. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 26 TAHUN 2OI3
TENTANG
PEDOMAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSITIN YANG AKAN
DIBERHENTIKAN DALAM PANGKAT PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN
RUANG IV/b KE BAWAH

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN DAN TIDAK TERDAPAT PADA LISTING

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

INSTANSI INDUK :

JENIS KEPEGAWAIAN :

PROVINSI ..

KABUPATEN/KOTA :

NO NAMA NIP
TGL

LAH IR

TMT
MENJADI

CPNS

PANGKAT/
GOL

RUANG
TMT

GAJI
POKOK

TERAKHI R

MASA KERJA
JABATAN

GAJI POKOK
TERAKHIR

ALAMAT

GOL. PENSI UN SEKARANG
SETELAH
PENSI UN

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13 14

1

2

3

4

5

dst.

An. Menteri/Pimpinan Lembaga/
Gu bern u r/B u patiMalikota.
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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ANAK LAMPIRAN O

PERATURAN KEPAI.A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 26 TAHUN 2073
TENTANG
PEDOMAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN YANG AKAN
DIBERHENTIKAN DAI,AM PANGKAT PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN
RUANG IV/b KE BAWAH

INSTANSI INDUK
PROVINSI
KAB/KOTA
UNIT KERJA
PEMBAYARAN
BUP

KETERANGAN PRIBADI

A. NAMA

B. NIP

C. TEMPAT/TANGGAL

LAH IR

D. JABATAN/PEKERJAAN

E. PANGKAT/GOL. RUANG

F. GAJI POKOK TERAKHIR

G. MASA KERJA GOLONGAN

H. MASA KERJA PENSIUN

I. MASA KERJA SEBELUM

DIANGKAT SEBAGAI PNS

J. PENDIDIKAN DASAR

2. KETERANGAN KELUARGA

A. ISTERI/SUAMI

NO. NAMA

1.

2.

3.

dst .

1.

B. ANAK-ANAK
NO NAMA

1.

2.

3.

dst.

3. ALAMAT

A. ALAMAT SEMRANG

ANAK KANDUNG ANAK TIRI ANAK ANGI(ATTGL LAHIR NAMA AYAH/IBU

4.

5.

B. ALAMAT SESUDAH PENSIUN: .

KECAMATAN............KAB/KOTA. ...PROVINSI.....

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN AKAN MENGEMBALIKAN SELURUH BARANG INVENTARIS MILIK NEGARA

SETELAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN APABILA SAYA

TIDAK MEMATUHINYA SAYA BERSEDIA DIJATUHI SANKSI/HUKUMAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN.

DEMIKIAN DATA INI DIBUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA.
TGL. LAHIR KAWIN TGL ISTERI KE

MENGETAHUI
PEJABAT PENGELOLA KEP EGAWAIAN

INSTANSI/UNIT KERJA.
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG

BERSANGKUTAN.

DIISI DENGAN HURUF CETAK




